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Sektor Pertanian dalam Konsep Dasar Aliran Pendapatan

Nasional Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah

tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu

periode,biasanya selama satu tahun. Dalam ilmu ekonomi pendapatan nasional merupakan

konsep yang menarik untuk dipelajari.Setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti

berkaitan pendapatan nasional. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat

dilihat dari pendapatan nasionalnya.Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang dilakukan

oleh setiap negara pasti diarahkan untuk meningkatkan untuk menstabilkan pendapatan

nasional.

Manfaat utama yang diperoleh dari penghitungan pendapatan nasional adalah untuk

mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian suatu Negara, karena dari

perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara

industri, pertanian atau jasa. Dari hal itu pula dapat ditentukan besarnya sektor-sektor

industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Berdasarkan pendapatan nasional dapat

diketahui bahwa Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedangkan Amerika Serikat,

negara-negara di Eropa dan Jepang adalah negara Industri.

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, meskipun dapat dikatakan

merupakan suatu “sumbangsih nisbi” (relative contribution) sektor pertanian dalam

perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk

produk domestik bruto atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengecil. Hal itu

bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor

pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap

tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di



daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor

pertanian.

Transformasi struktural perekonomiam Indonesia menuju ke corak yang industrial

tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agraritasnya. Berbagai teori pertumbuhan

ekonomi klasik dan studi empiris Bank Dunia menunjukkan, bahwa sukses pengembangan

sektor industri di suatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktivitas dan

pertumbuhan berkelanjutan di sektor pertanian. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi

penduduk serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan

baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa bagi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar aliran pendapatan nasional Indonesia?

2. Bagaimana perhitungan pendapatan nasional Indonesia? Dengan contohnya!

3. Bagaimana peranan sektor pertanian pada pendapatan nasional Indonesia dengan

contohnya?

4. Bagaimana menghitung, dan analisa data perkembangan tingkat konsumsi, upah,

pengangguran dan tingkat bunga Indonesia 5 tahun terakhir di Indonesia?

5. Bagaimana dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan tingkat konsumsi

upah, pengangguran, dan bunga yang diperoleh? Dan bagaimana dampak pada sektor

pertanian?

6. Kebijakan apa yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut? Bagaimana

hasilnya ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui konsep dasar aliran pendapatan nasional Indonesia.

2. Mengetahui perhitungan pendapatan nasional Indonesia dengan contohnya.

3. Mengetahui peranan sektor pertanian pada pendapatan nasional Indonesia dengan

contohnya.

4. Mengetahui bagaimana mencari, menghitung, dan menganalisa data perkembangan

tingkat konsumsi, upah, pengangguran dan tingkat bunga Indonesia 5 tahun terakhir di

Indonesia.



5. Mengetahui dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan tingkat konsumsi

upah, pengangguran, dan bunga yang diperoleh. Bagaimana dampak pada sektor

pertanian.

6. Mengetahui kebijakan apa yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut

dan hasilnya.

Dalam hal ini, yang terpenting adalah berusaha untuk mencari titik temu dalam

pemecahan kendala dibidang pertanian terutama yang memiliki kaitan erat dengan bidang-

bidang lainya sehingga dapat di aplikasikan dalam pemecahan kasusnya sehingga setiap

individu mampu mengembangkan pola pikirnya dalam membantu pemerintah serta

dibutuhkannya partisipasi masyarakat dalam setiap problema yang ada secara bersama-sama

dalam menangani kasus yang ada. Pemikiran tersebut tentunya akan berguna pada saat

sekarang maupun dimasa depan sehingga menjadikan negara kita mampu bersaing dalam

berbagai bidang terutama bidang pertanian yang memberi sumbangsih terhadap PDB

maupun mengurangi angka pengangguran yang cukup besar.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode kepustakaan dan hanya

mengambil sumber-sumber materi dari buku-buku ekonomi (terutama ekonomi makro),

makalah dan beberapa artikel di situs internet.



BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, dimana

dalam hal ini setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Tujuan

penghitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan

mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu

negara dalam waktu satu tahun.

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian

Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor non

migas, penciptaan ketahanan pangan nasi-onal dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi

pembangunan sektor lain.

Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar

yang potensial bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan

penting dalam per-ekonomian Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian

dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber

pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perolehan

devisa melalui ekspor non migas, penciptaan ketahanan pangan nasi-onal dan penciptaan

kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Dalam hal yang serupa, sektor

pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor

industri.

Sektor agribisnis merupakan lahan yang sangat “potensial” bagi pertumbuhan

perekonomian nasional, karena sektor ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari

tingkat petani, produksi maupun tingkat pemasaran. Selama ini sektor agribisnis sangat

terpinggirkan oleh sektor industri, karena dianggap sektor yang tidak “komersial” dan

belum “produktif”.



Jika kita lihat potensi sumber daya alam kita serta sumber daya manusia, sangat

mungkin bagi kita untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas sektor agribisnis.Hal

inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memajukan sektor

agribisnis. Peningkatan pendapatan ekonomi rakyat sangat mutlak dilakukan, karena hal ini

menunjang kelangsungan hidup rakyat khususnya dan negara pada umumnya.

Peningkatan ekonomi rakyat akan secara “linier” berpengaruh terhadap

perekonomian nasional, ketika ekonomi rakyat kuat dan tinggi maka perekonomian negara

akan sangat kuat, karena secara fundamental perekonomian negara ini didukung oleh

perekonomian rakyat.

Sudah sepantasnya saat ini pemerintah harus berpaling pada sektor agribisnis dan

pertanian dalam meningkatkan pendapatan nasional disamping ekspor minyak bumi dan

gas. Dilihat secara “kuantitatif” sumber daya alam sektor agribisnis sangat melimpah.

Selain itu juga secara “kultural” basis ekonomi rakyat Indonesia adalah pertanian terutama

dipedesaan, oleh karena itu arah pembangunan nasional kedepan haruslah berorientasi pada

pembangunan sektor pertanian maupun sektor agribisnis yang lebih mandiri dan

“kondusif”. Hal tersebut diharapkan terciptanya iklim yang konferhensif dan dinamis

terhadap perkembangan pertanian dan sektor agribisnis masa depan ditambah dengan

adanya penguatan basis pertanian maka sektor agribisnis akan sangat berpengaruh terhadap

perekonomian rakyat yang selama ini terpinggirkan, yang akhirnya berimplikasi terhadap

penguatan ekonomi secara nasional.

Pada umumnya negara berkembang merupakan negara agraris yang mengandalkan

sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Usaha pertanian bagi sebagian negara

berkembang masih bersifat tradisional dan subsisten yang artinya cara memproduksi hasil

pertanian masih tradisional dan hasilnya hanya mencukupi untuk kebutuhannya dalam

jangka pendek.

Pengamatan Kuznet menunjukkan bahwa kedudukan sektor pertanian dalam

struktur PNB makin lama makin berkurang sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Dengan keadaan kemerosotan ini maka akan berbeda pada setiap Negara dimana di satu

pihak tergantung pada tingkat pertumbuhan di sektor pertanian itu sendiri dan di pihak lain

tergantung pada tingkat pertumbuhan sektor lain.



Di negara-negara yang sektor pertaniannya sangat dominan, strategi industrialisasi

ini menimbulkan masalah.Di satu pihak sektor pertanian harus ditingkatkan karena

memang sebagian besar masyarakat negara berkembang berada pada sektor ini, namun

sektor ini tidak memberikan tingkat keuntungan (marginal rate of return) yang tinggi.

Tekanan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya hukum "hasil yang

semakin mengecil" (law of diminishing return). Di pihak lain, sektor industri memberikan

tingkat keuntungan yang tinggi apalagi ditambah dengan besarnya peranan teknologi, jasa

pemasaran, net working system, serta investasi yang besar-besaran.

Berbagai alasan mengapa sektor pertanian dibangun terlebih dahulu, antara lain,

pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat karena

sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani sehingga tingkat pendapatan

mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian.Kedua, untuk menekan ongkos

produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang

murah sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimum.Ketiga, industri memerlukan bahan mentah yang berasal dari sektor

pertanian.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu proses

pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan

menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

Ada beberapa perbedaan struktur ekonomi negara maju dengan negara berkembang.

Perekonomian di negara maju biasanya terpusat pada sektor industri, sedangkan di negara

berkembang perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian. Konsep lingkaran

setan (Vicious Circle) dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, yaitu suatu lingkaran yang tak

berujung pangkal.Dalam konsep ini, produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan

rendahnya pendapatan riil sehingga tabungan masyarakat juga rendah yang pada gilirannya

mengakibatkan rendahnya investasi nasional. Hal tersebut berlangsung secara terus-

menerus dan bergulir tidak ada hentinya.Pertanian subsisten adalah benar-benar riskan dan

dalam keadaan tidak menentu sehingga para petani lebih baik menghindari risiko (gagal

panen) daripada memaksimalkan output.



2.2 Tinjauan Pustaka

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial.

Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan

petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk me-ngembangkan potensi

sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun

melalui perbaikan (improvement), pertumbuhan (growth) dan perubahan (change) (Iqbal

dan Sudaryanto, 2008).

Pembangunan ekonomi nasional telah menunjukkan adanya transformasi struktur

perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Indikator ekonomi yang

menunjukkan menurunnya pangsa sektor pertanian serta meningkatnya pangsa sektor

industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dapat menjadi bukti. Pangsa relatif sektor

pertanian dalam PDB sebesar 49,3 % pada 1969 menjadi 18,5 % pada 1993, sedangkan

sektor industri meningkat dari 9,2% menjadi 22,4 % untuk periode yang sama (Wiwoho,

1994) dan hal inilah yang sering kali disebut-sebut sebagai “keberhasilan” transformasi.

Namun demikian, pangsa tenaga kerja sektor pertanian belum menurun secara berarti, yaitu

sebesar 56 persen pada tahun 1980 dan hanya turun menjadi 48 persen pada tahun 1995.

Ketidakseimbangan penurunan pangsa sektor pertanian terhadap PDB dibandingkan dengan

penurunannya terhadap total tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin

tidak produktif dan tidak efisien. Dari data tersebut bisa terlihat semakin menurunnya

pendapatan per kapita tenaga kerja di sektor pertanian.

Proses industrialisasi yang terjadi pada masa orde baru yang dilakukan dengan

gencar, cepat dan berhasil melakukan transformasi struktural perekonomian Indonesia,

ternyata belum mengait ke belakang (backward linkage) ke sektor pertanian. Dengan kata

lain, sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian yang cukup seimbang dibandingkan

dengan sektor industri. Ini berakibat pada tertinggalnya sektor petanian dari sektor industri.

Tidak saja dalam struktur PDB, tetapi juga juga dalam struktur masyarakat, dimana sampai

saat ini masyarakat yang hidup di sektor pertanian (petani) tak kunjung sejahtera

dibandingkan masyarakat yang hidup di sektor industri. Nilai tukar petani juga belum

membaik. Produktivitas dan efisiensi yang rendah, serta sikap kelompok masyarakat ini

dalam ketertinggalan (Arif Satria, 1997). Transformasi struktural bukan berarti

meninggalkan sektor pertanian menuju sektor industri, tetapi menjadikan pangsa sektor



industri terhadap PDB yang lebih besar dari sektor pertanian, yang disebabkan oleh

pertumbuhan sektor industri yang lebih tinggi akibat faktor eksternalitas industrialisasi

yang lebih besar.

Permintaan akan jasa pemasaran off-farm seperti pendistribusian, penyimpanan dan

pengolahan mengalami peningkatan sehingga proporsi pengeluaran petani terhadap pangan

akan mengalami penurunan (Ghatak and Ingersent, 1984; Jhonston and Mellor,2007).

Jhonston and Mellor (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang makin

menurun juga disebabkan karena ekspansi produksi sektor pertanian terhadap input tenaga

kerja mengikuti hukum constant dan diminishing return.

Semula industrialisasi diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang akan

mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara-negara yang sedang berkembang.

Akan tetapi, setelah terjadinya krisis, justru pembangunan sektor pertanian menjadi harapan

baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga, khususnya Indonesia (Soetrisno, 1999).

Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian

menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu:

1. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor

lain, terutama sektor industri, seperti: industri tekstil, industri makanan dan minuman;

2. Sebagai negara agraris (kondisi historis) maka sektor pertanian menjadi sektor yang

sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses pembangunan. Populasi di

sektor pertanian (pedesaan) membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini

menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang

produksi maupun barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan itu,

ketahanan pangan yang terjamin merupakan prasyarat kestabilan sosial dan politik;

3. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri maka sektor

pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar

bagi sektor non-pertanian (industri).

4. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif

dibanding bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-

produk pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk

kepentingan ekspor maupun substitusi impor (Tambunan, 2001).



Daya tarik Gemerlap pembangunan kota, serta sunyinya kebijakan pembangunan

pedesaan menjadi daya tarik terbesar pergeseran angkatan kerja. Masalah yang muncul,

khususnya di Indonesia adalah tarikan permintaan sektor industri tidak berbanding lurus

dengan "banjir bandang" tenaga kerja dari desa. Menurut Sritua Arif (1991), ada dua jenis

urbanisasi, jika adanya larikan permintaan tenaga kerja sektor industri di wilayah perkotaan

terhadap tenaga kerja sektor pertanian di wilayah perdesaan hal itu disebut mature

urbanization, dan apabila urbanisasi yang diakibatkan oleh tekanan hidup yang berat di

wilayah perdesaan sehingga memaksa mereka bermigrasi ke perkotaan maka digolongkan

dalam premature urbanization. Apabila ditelusur, strategi pertumbuhan yang kini

melahirkan “noda” pembanguan seperti di atas adalah warisan gagasan lama, yang sampai

hari ini belum banyak beranjak. Pada rezim orde baru, lima pelita pertama atau kurun

waktu 25 tahun memperlihatkan adanya pergeseran peranan beberapa sektor pembangunan,

yang menjadi tumpuan penggerak utama ekonomi nasional.

Sejak awal tahun 1965-an, yaitu masa stabilisasi ekonomi dengan program repelita

yang digulirkan oleh pemerintahan orde baru, Indonesia telah mencanangkan pembangunan

dengan urutan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Rostow, dimana tahap-tahap

pembangunan ekonomi tersebut dibagi menjadi lima bagian, yaitu: tahap masyarakat

tradisional; tahap prasyarat untuk lepas landas; tahap lepas landas, tahap gerakan

kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi. Dua Urutan pembangunan tersebut pada

hakekatnya adalah mempersiapkan negara yang lebih maju dengan proses industrialisasi.

Setelah melewati masa sulit tahun 1960-an, beruntung Indonesia di tahun 1970-1980

mendapatkan berkah atas hasil migas negeri ini. Sektor migas menjadi tumpuan utama

sumber pembiayaan pembangunan bagi Indonesia dalam kurun waktu 1970-1980, dimana

harga minyak tinggi, sehingga kontribusi terhadap pendapatan nasional sektor migas jelas

besar (Sritua Arief, 1984).

Pembangunan petanian kadangkala diabaikan manakala suatu negara sedang

melakukan proses industrialisasi. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa

industrialisasi memiliki eksternalitas yang tinggi dan harus merupakan industrialisasi yang

berteknologi tinggi. Sementara pertanian merupakan ciri negara tradisionalis. Padahal

sesungguhnya pembangunan pertanian tidak kalah penting dibandingkan proses

industrialisasi. Tulisan ini bermaksud untuk mencari jawaban apakah ekspor pertanian dan



non-pertanian memberikan dampak positif bagi perekonomian dan mana yang lebih besar

dampaknya. Hasil utama penelitian ternyata menunjukkan bahwa ekspor pertanian dan

ekspor non-pertanian sama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan

nasional, dan ekspor pertanian memiliki dampak yang lebih besar (Anonim, 2010).

Chenery dan Sirquin, dalam teori perubahan struktural, sebagai hasil studi empiris

yang dilakukan terhadap beberapa negara pada tahun 1950-1970, mengemukakan bahwa

semakin maju suatu negara semakin dominan sumbangan sektor industri (dan sektor jasa)

terhadap pendapat nasional dibandingkan dengan sumbangan sektor pertanian (Todaro,

1997). Lebih lanjut Chenery dan Sirquin menyatakan bahwa titik yang membagi negara

miskin dan negara majuadalah titik dimana sumbangan sektor industri dan sektor pertanian

berimpit. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan proses industrialisasi merupakan prasyarat

menuju negara maju.



BAB III

PEMBAHASAN

1. Penjelasan konsep dasar aliran pendapatan nasional

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat

dalam suatu negara selama satu tahun.

Konsep Pendapatan Nasional

Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa

barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu

negara (domestik) selama satu tahun.Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi

di wilayah negara yang bersangkutan.Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang

modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan

dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

GDP dapat dihitung dari sisi pengeluaran aggregate (Aggregate Spending) pelaku

ekonomi dalam suatu negara. Pengeluaran aggreaget ini sama dengan permintaan

agregat karena konsekuensi dari permintaan adalah adanya pengeluaran oleh rumah

tangga, investor, pemerintah dan eksportir untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran

Aggregate dapat dikelompokkan atas empat komponen, yaitu:

• Pengeluaran Konsumsi

Merupakan bagian terbesar dari permintaan agregat yaitu berupa permintaan dari

konsumen terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsumsi ini memegang peranan penting dalam perekonomian menurut teori Keynesian

karena akan menentukan output dan pendapatan masyarakat suatu negara. Kontribusi

konsumsi terhadap pembentukan GDP di Indonesia diperkirakan sebesar 65% dari total

GDP. Konsumsi dapat dibagi atas tiga kategori yaitu barang tanah lama (durable goods)



seperti mobil, barang tidak tahan lama (nondurable goods), dan jasa (services). Dari sisi

asal barang maka barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri terdiri

dari barang produksi dalam negeri dan barang /jasa yang diproduksi oleh negara lain

yang diimport ke Indonesia. Dalam penghitungan GDP angka import ini harus

dikeluarkan dari angka GDP.

• Pengeluaran Pemerintah

Yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran pemerintah

yang diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pengeluaran

pemerintah ini tercantum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN).

Barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah tidak dihitung nilai tambahnya (value

added) seperti halnya pada barang konsumsi karena barang dan jasa yang diproduksi

oleh pemerinatah pada umumnya adalah gratis. Pengeluaran pemerintah seperti uang

pensiun (transer of payment) tidak dihitung dalam GDP karena pengeluaran tersebut

bukan merupakan pembelian terhadap barang atau jasa yang baru diproduksi.

• Pengeluaran Investasi

Investasi adalah tambahan terhadap akumulasi modal (physical stock of capital)

ditambah dengan perobahan persediaan (inventory changes). Tetapi transaksi saham

tidak termasuk dalam penambahan stok modal. Jadi investasi adalah aktifitas yang bisa

meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dimasa

mendatang. Contohnya adalah pembelian barang investasi, peralatan, dan pembangunan

rumah baru. Sewa dari tumah tersebut dihitung sebagai konsumsi.

• Permintaan Ekspor Bersih (Net Export)

Komponen terakhir dari GDP adalah net export yaitu selisih antara ekspor dan impor (X

– M).Ekspor merupakan GDP dari dalam negeri karena merupakan barang atau jasa

yang diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak dikonsumsi di dalam negeri. Barang ekspor

akan dibeli atau dikonsumsi oleh rumah tangga, investor, atau pemerintah negara asing

sedangkan impor adalah barang yang diproduksi di luar negeri yang artinya adalah GDP

negara asing.

Dalam GDP yang dihitung adalah net ekspor untuk menghindari penghitungan dua kali

(double counting). Barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga, investor, dan

pemerintah tidak semuanya diproduksi di dalam negeri tetapi beberapa barang yang



dibeli tersebut berasal dari luar negeri.Jadi komponen pengeluaran aggeregate yang

diuraikan diatas pengeluaran rumah tangga,investor dan pemerintah sebagiannya adalah

barang yang diproduksi di luar negeri,yang mana adalah GDP bagi negara asing atau

bukan merupakan GDP Indonesia.

Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa

barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu

tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang

berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang

beroperasi di wilayah negara tersebut.

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau

penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian

barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi

umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan

kesalahan meskipun relatif kecil.

NNP = GNP – Penyusutan

Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung

menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor

produksi.Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang

dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada

pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.



NNI = NNP – Pajak tidak langsung

Pendapatan Perseorangan (PI) Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah

jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk

pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan

juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah

penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan

diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana

pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang

pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI

harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha

kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam

perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan),

dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap

perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak

lagi bekerja).

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social +

Pajak perseorangan )

Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap

untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi

tabungan yang disalurkan menjadi investasi.Disposable incomeini diperoleh dari

personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax)

adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus

langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.



DI = PI – Pajak langsung

Jasa perbankan turut memengaruhi besarnya pendapatan nasional

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

• Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah,

sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara

selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan

kepada perusahaan.

• Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang

dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama

satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa

dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

• Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran

untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode

tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran

yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga

(Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan

selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ( )

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%

g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil

tahun kemarin

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk

mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan

suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki

manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur

perekonomian nasional.Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk

menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara

jasa.Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa



Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri,

Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan

besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya

sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya.Data tersebut

juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu,

membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan

perumusan kebijakan pemerintah.

Faktor yang memengaruhi

• Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap

barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu

daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi

pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan

antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-

perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut

akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan

tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat

cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan

nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada

tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output

nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

• Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam

suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan

tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk

konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya.Hal ini

dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption

yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan

pendapatan.



• Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran

agregat.

 Tujuan mempelajari pendapatan nasional

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara

Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan

masyarakat dalam satu tahun

Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.

 Manfaat mempelajari pendapatan nasional

Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara

Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau

antar propinsi

Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara

Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

2. Perhitungan pendapatan nasional Indonesia dengan contohnya

RUMUS MENGHITUNG PENDAPATAN NASIONAL ( melalui 3

pendekatan)Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Metode Produksi

Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu

perekonomian dalam periode tertentu.Cara penghitungan dalam praktik adalah dengan

membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin).

Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian.

Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian

berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi

yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda

(double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa



menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal

tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan

adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor.

Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +.....(PXQ)n

Ket:

Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas

2. Metode Pendapatan

Pendekatan/Metode Pendapatan (Pendapatan Nasional/PN)

Pendapatan nasional menurut pendekatan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima

oleh pemilik faktor-faktor produksi (rumah tangga) yang digunakan untuk

memproduksikan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.



3. Metode Pendekatan/Metode Pengeluaran (Produk Nasional Bruto/PNB)

Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat diartikan sebagai

jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu periode,

biasanya satu tahun. Berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah

penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh pelaku ekonomi (rumah

tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri) di dalam suatu negara selama

periode tertentu (satu tahun).Hasil penghitungannya disebut Produk Nasional Bruto

(PNB) atau Gross National Product (GNP).Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross

National Product (GNP) adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan

GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda.

Dalam menghitung PNB, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan

nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang

dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Karena

faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara suatu negara terdapat di negara itu

sendiri atau luar negeri, nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor yang

digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam PNB. Sebaliknya, dalam PNB tidak

dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau

perusahaan negara lain yang digunakan di negara tersebut.

Komponen-komponen yang termasuk pendapatan nasional menurut metode pengeluaran

adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga dengan jenis pengeluaran Konsumsi

( Consumption/ C )

2. Perusahaan dengan jenis pengeluaran Investasi ( Investment/ I )

3. Pemerintah dengan jenis pengeluaran, Pengeluaran Pemerintah

( Government Expenditure/ G )

4. Masyarakat luar negeri dengan jenis pengeluaran Ekspor – Impor

(Export – Import/ X-M )

Dengan Y sebagai Produk Nasional Bruto, maka maka didapat rumus sebagai berikut :

Y = C + I + G + (X – M)



*) Jika PNB (GNP) tersebut dibagi jumlah penduduk, akan menghasilkan pendapatan

per kapita.

CONTOH SOAL LAIN

Contoh Soal Yg dibuat sendiri

1). Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut:

Konsumsi masyarakat Rp. 80.000.000

pendapatan laba usaha Rp. 40.000.000

pengeluaran negara Rp. 250.000.000

pendapatan sewa Rp. 25.000.000

Pengeluaran Investasi Rp. 75.000.000

Ekspor Rp. 50.000.000

Impor Rp. 35.000.000

dari diatas hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ...

jawab:

Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran :

Y = C + I + G + (X - M)

Y = 80.000.000 + 75.000.000 + 250.000.000 + (50.000.000 - 35.000.000)

Y = 405.000.000 + 15.000.000

Y = 420.000.000

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional



C = Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Konsumen (RTK)

I = Pengeluaran Investasi Rumah Tangga Produsen (RTP)

G = Pengeluaran pemerintah dari Rumah Tangga Pemerintah (RTG)

X = Ekspor

M = Impor

Jadi jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah

Rp. 420 juta

2). Jika diketahui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2004 adalah Rp

131.101,6 Miliar. Pendapatan/Produk neto terhadap Luar Negeri Rp 4.955,7 Miliar, Pajak

tidak Langsung Rp 8.945,6 Miliar, Penyusutan Rp 6.557,8 Miliar, Iuran Asuransi Rp 2,0

Miliar, Laba ditahan Rp 5,4 Miliar, Transfer Payment Rp 6,2 Miliar dan Pajak Langsung

Rp 12,0 Miliar. Hitunglah :

a). GNP

b). NNP

c). NI

d). PI

e). DI

Jawab ;

a). GNP = GDP + Produk Neto terhadap Luar Negeri= Rp 131.101,6 Miliar + Rp 4.955,7

Miliar

= Rp 136.057,3 Miliar

b). NNP = GNP – Penyusutan= Rp 136.057,3 Miliar – Rp 6.557,8 Miliar

= Rp 129.499,5 Miliar

c). NI = NNP – Pajak tidak Langsung= Rp 129.499,5 Miliar – Rp 8.945,6 Miliar

= Rp 120.553,9 Miliar

d). PI = (NI + Transfer Payment) – (iuran asuransi + iuran jaminan sosial + Laba di tahan

+ Pajak Perseorangan)= (Rp 120.553,9 Miliar + Rp 6,2 Miliar) – (Rp 2,0 Miliar + Rp 5,4

Miliar)



= Rp 120.560,1 Miliar – Rp 7,4Miliar

= Rp 120.552,7 Miliar

e). DI = PI – Pajak Langsung = Rp 120.552,7 Miliar – Rp 12,0 Miliar

= Rp 120.540,7 Miliar

3. Peranan sektor pertanian pada pendapatan nasional dengan contohnya

Indonesia adalah negara agraris, dan pernah mendapat penghargaan dari FAO atas

keberhasilannya dalam swasembada beras.Hal itulah yang tak asing kita dengar atau Artinya

bahwa semua bangsa Indonesia tahu dan sadar bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi

besar dalam sektor pertanian.Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian utama masyarakat

Indonesia adalah bertani.Atau dapat dikatakan pula bahwa sebagian besar masyarakat

Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris ini.Baik itu bercocok tanam,

beternak, ataupun yang lainnya.

Dengan keadaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanian adalah

sektor penting di Indonesia, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pertanian di Indonesia merupakan potensi sumber daya yang besar dan beragam.

2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar.

3. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

4. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Peranan pertanian terhadap pendapatan nasional erat kaitannya dengan peranan pertanian

terhadap perekonomian nasional

A. Peranan Pertanian bagi Perekonomian Indonesia



 Pangsa Pasar Terhadap Pendapatan Nasional Cukup Besar

Gambar 1. Tabel kontribusi sektor pertanian terhadap PDB

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23 persen dibanding

tahun 2011,dimana semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai 9,98 persen,

diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel,dan Restoran 8,11 persen, Sektor Konstruksi

7,50 persen, Sektor Keuangan, Real Estat dan JasaPerusahaan 7,15 persen, Sektor

Listrik, Gas, dan Air Bersih 6,40 persen, Sektor Industri Pengolahan5,73 persen, Sektor

Jasa-Jasa 5,24 persen, Sektor Pertanian 3,97 persen, dan Sektor Pertambangan

danPenggalian 1,49 persen. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2012 mencapai

6,81 persen yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Sektor Industri Pengolahan

memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDB,dengan sumber

pertumbuhan sebesar 1,47 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Perdagangan,

Hoteldan Restoran, dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan

sumber pertumbuhanmasing-masing 1,44 persen dan 0,98 persen (Tabel 1).



Gambar 2. Grafik laju dan sumber pertumbuhan PDB tahun 2012

Tidak banyak orang yang tahu dan paham bahwa sektor pertanian menaruh

keuntungan yang cukup besar pada PDB negara dan banyak yang beranggapan bahwa

sektor pertanian hanya sektor sampingan yang tidak perlu terlalu diperhatikan.

Meskipun hanya memberi 3,97 persen bagi PDB , sektor ini menjadi barang komoditi

yang paling dicari oleh masyarakat karena menjadi kebutuhan primer dalam pemenuhan

kebutuhan pangan yaitu menjadi kebutuhan sehari-hari dan tidak boleh habis stoknya

karena bisa berdampak fatal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena bila terjadi

suatu kesalahan yang tidak terencana penyediaannya atau habis didalam negeri sendiri

kita bisa kerepotan untuk mengimpor dari negara luar. Oleh sebab itu sektor pertanian

harus diperhatikan lebih baik karena menjadi faktor primer dalam pemenuhan kebutuhan

dan seharusnya sebagai negara yang terletak diwilayah tropis kita harus bisa

memanfaatkan keadaan alam yang ada dengan meningkatkan hasil produksi dari sektor

pertanian ini karena selain bermanfaat sebagai pemenuh kebutuhan setiap keluarga bisa

menjadi sector yang amat menguntungkan apabila dibawa kepangsa pasar dan dilihat

pada pangsa pasar yang lebih luas.



Bila dilihat dari segi ekonomi sektor pertanian ini mampu menaikan PDB kita

dan membawa keuntungan tentu saja apabila ditingkatkan hasil produksinya dan

mencari wilayah yang dianggap memiliki pangsa pasar yang luas.Tidak perlu melihat

secara jauh atau mencari pangsa pasar kenegara luar. Melihat dari segi kuantitas wilayah

Indonesia yang terdiri dari ±250 juta jiwa saja sudah menjadi target utama pangsa pasar

yang cukup ekonomis dan menguntungkan bagi kita. Apalagi ditambah bila kita mampu

menembus kepasar luar yang membutuhkan barang-barang hasil pertanian negara

kita.Ini merupakan suatu perencaan yang cukup bagus dalam menembus pasar dunia

bahkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertanian berkali-kali lipat dari

biasanya. Dari pembelajaran inilah kita bisa menentukan setiap target yang akan

ditempuh kedepanya dengan melirik kepada sector yang dianggap kecil sebenarnya bisa

memberi keuntungan yang besar.

Contoh kasus (sumber : singapura, kompas.com)

Indonesia berkesempatan menggenjot ekspor produk sayuran dan buah-buahan

ke Singapura.Produk sayuran buah-buahan yang dihasilkan petani Indonesia dinilai

bagus kualitasnya. Aneka produk sayuran dan buahan-buahan Indonesia dipamerkan

dalam Indonesia Istimewa Fair 2012 di Hypermarket Fair Price Etra Changi, singapura.

Saat ini produk sayuran dan buah-buahan seperti buncis, lobak, kubis, bawang daun,

kentang, labu siam, terong, manga, papaya, salak, ubi jalar cilembu, sudah masuk di 106

outlet NTUC singapura. Bahkan salah seorang warga singapura bernama Liem,

mengatakan bahwa buah dari Indonesia rasanya manis dan sayurnya segar.

Ketua kelompok Tani Budoyo Tani, Wonodoyo, Cibego. Kabupaten Boyolangi

Jawa Tengah, Juni Marto Suwiryo, merasa senang produk Indonesia masuk keluar

negeri. Ia menyebutkan mulai mengirim barang ke singapura lewat eksportir PT Bumi

Sari Lestari, sejak Mei 2012. Setiap minggu ia bisa mengirim sebanyak 3 ton per

minggugabungan dari sayur dan buah. Bayangkan jika hal ini terus terjadi setiap

minggunya dan tidak hanya dari kelompok Tani Budoyo Tani saja, otomatis Pendapatan

Nasional kia akan meningkat dan masyarakat pun bisa lebih sejahera.

Pelaksana tugas Direktir Jendral Pengembangan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Kementerian Pertanian RI, Banun Harpini, menyebutkan volume ekspor holtikultura



Indonesia ke Singapura pada tahun 2012 meningkat sebesar 33.55 persen dari 8.530,89

ton menjadi 11.393,36 ton. Nilainya meningkat sebesar 56,24 persen dari 6,85 juta

dollar AS menjadi 10,71 juta dollar AS

 Menyediakan lapangan pekerjaan

Gambar 3. Data BPS lapangan pekerjaan utama Indonesia

Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor

pertanian sekitar 38.88 persen (BPS 2012), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan

restoran sebesar 23.15 persen, dan industri pengolahan 15.37 persen. Pertumbuhan

tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan,

hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.

Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan,

asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan

jasa pribadi 17.10 persen dan konstruksi 1.85 persen. Berdasarkan data ini, sektor

pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang

bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan,

asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.



 Menghasilkan devisa

Sektor pertanian merupakan penghasil devisa yang penting bagi Indonesia. Salah

satu subsektor andalannya adalah subsektor perkebunan, seperti ekspor komoditas karet,

kopi, teh, kakao, dan minyak sawit. Lebih dari 50% total produksi komoditas-komoditas

tersebut adalah untuk diekspor.

Pada lima tahun terakhir, subsektor perkebunan secara konsisten menyumbang

devisa dengan rata-rata nilai ekspor produk primernya (belum termasuk nilai ekspor

produk olahan perkebunan) mencapai US$ 4 milyar per tahun. Sumbangan sector

pertanian terhadap pembangunan dan devisa negara ditentukan oleh produktivitas dari

sector ini. Karena sektor ini memilik sumbangan besar terhadap perekonomian nasional,

maka rendahnya produktivitas pertanian akan berpengaruh terhadap produktivitas

perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan terbesar sektor pertanian selama PJP I (Pembangunan Jangka

Panjang) adalah tercapainya swasembada pangan, khususnya beras. Pada masa tersebut

Indonesia mampu mengekspor beras ke beberapa negara miskin sehingga dapat

menambah devisa. Dampak swasembada tersebut adalah meningkatnya pendapatan

masyarakat, kualitas gizi, serta penghematan devisa. Selain itu, swasembada pangan

juga telah meningkatkan kestabilan ekonomi nasional.

 Mensejahterakan petani

Sektor pertanian merupakan sumber utama kehidupan dan pendapatan

masyarakat petani. Mensejahterakan disini mengandung arti luas sehingga

menumbuhkembangkan partisipasi petani dan mampu meningkatkan keadaan sosial

ekonomi petani melalui peningkatan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar.

 Peranan Petani Dalam Penyediaan Pangan Masyarakat

Peranan petani tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat.Mengapa

demikian karena petani menjadi pemasok setiap kebutuhan pangan dari setiap anggota

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari.Tanpa adanya petani

manusia tentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan harus mengimpor barang-

barang pangan dari luar. Namun dibeberapa negara besar seperti arab yang sering



mengimpor hasil tani kedalam negaranya, kurang memanfaatkan peranan dari petaninya

bukan dikarenakan faktor ketidaksediaan modal melainkan faktor ketidakmampuann

dari segi tanah dan iklim mereka untuk bercocoktanam, sehingga sektor pertanian

kurang berkembang dinegara timur tersebut.

Untuk wilayah Indonesia profesi sebagai petani mampu mengurangi angka

pengangguran yang cukup besar dimana sektor pertanian terbuka secara luas asalkan

memiliki modal dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaaan usaha tani

tersebut.Keterkaitan peran para petani dengan masyarakat bisa disamakan sebagai

keterkaitan antara produsen dengan konsumen.Dimana produsen harus selalu

menyediakan setiap saat barang-barang kebutuhan dari konsumennya. Oleh karena itu

terdapat saling ketergantungan antara peran petani dengan masyarakat dalam pemenuhan

setiap kebutuhan masyarakat.

 Menjadi Basis Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pertanian menjadi salah satu dari unsur-unsur yang mengisi pertumbuhan

perekonomian disetiap negara . Di negara arab sekalipun meskipun wilayahy lahanya

tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam namun sector

perekonomian menjadi salah satu unsur pengisi basis pertumbuhan perekonomian

dinegaranya misalnya dengan membudidayakan tanaman kurma yang nilai komoditinya

cukup besar dalam pengeksporan keseluruh negara termasuk ke Indonesia yang ikut

mengimpor komoditi pertanaian dari Arab. Dengan kata lain sektor pertanian meski

hanya menyumbang tidak sampai dari ¼ pendapatan negara tetapi menjadi penopang

terhadap pendapatan dari setiap negara terutama di Indonesia yang tiap tahunya

mengekspor biji mete, beras, dan berbagai bahan pokok lainya dalam pangan menjadi

pemasukan devisa negara tiap tahunya.

Menurut laporan BPS, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto

terbesar dalam PDB berdasarkan harga berlaku triwulan I-2010 adalah sektor industri

pengolahan sebesar Rp380,9 triliun, kemudian sektor pertanian Rp239,4 triliun, disusul

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp208,0 triliun. Sementara sektor

pertambangan dan penggalian sebesar Rp168,1 triliun, sektor konstruksi sebesar

Rp150,4 triliun, sektor jasa-jasa sebesar Rp139,2 triliun, sektor keuangan, real estat dan

jasa perusahaan sebesar Rp107,6 triliun dan sektor pengangkutan dan komunikasi



sebesar Rp93,4 triliun, serta terakhir sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp11,7

triliun.

Dari data BPS tersebut bisa kita definisikan bahwa sector pertanian menempati

peringkat ke-3 setelah sektor industry dalam pendapatan negara tiap tahunya. Melihat

dari data BPS tersebut dapat dikemukakan bahwa sector pertanian merupakan sector

yang cukup menguntungkan dan akan lebih meningkatkan devisa negara apabila

ditingkatkan dan disebarluaskan pangsa pasarnya khususnya dalam pemasaran produk-

produk local negara kita sehingga tidak kalah saing dengan produk-produk luar yang

bermunculan saat ini.

Adanya pasar bebas harusnya menjadi tolak ukur bagi pemasaran produk hasil

pertanian di negara kita dengan produk luar yang artinya kita tidak boleh kalah saing

terhadap segala bentuk pola-pola pemasaran yang datangnya dari luar tetapi lebih

meningkatkan semangat dan kinerja dalam dunia persaingan bisnis, politik, dan berbagai

bidang lainya karena kemajuan zaman yang begitu pesat. Kita tidak boleh semakin

melemah namun harus tetap menjaga eksistensi dengan memanfaatkan modal yang kita

miliki sebaik-bainya dan terencana sehingga memiliki nilai jual dan mampu bersaing

terhadap negara manapun.

 Sebagai wahana pemerataan pembangunan

Untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan

antar wilayahSebagai contoh, mengingat pembangunan besar-besaran terjadi di

perkotaan adapun masyarakat mayoritas berdomisili di pedeaan yang merupakan sumber

sektor pertanian. Maka pembangunan pertanian harus didukung oleh pembangunan

wilayah baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi

kemasyarakatan.

 Merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri

Indonesia mempunyai sumber daya pertanian yang sangat besar, namun produk

pertanian umumnya mudah busuk, banyak makan tempat, dan musiman. Sehingga

dalam era globalisasi dimana konsumen umumnya cenderung mengkonsumsi nabati

alami setiap saat, dengan kualitas tinggi, tidak busuk, dan makan tempat, maka peranan

agroindustri akan dominan. Jika sektor pertanian terus ditingkatkan maka diharapkan

sektor ini mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan



kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mampu melanjutkan proses

industrialisasi.

 Potensi Sumber Daya Yang Sangat Besar dan Beragam

Negara Indonesia merupakan wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang

amat subur memiliki letak astronomis 6° LU – 11°LS dan 94°BT – 141°BT menandakan

bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang subur dan beriklim tropis. Potensi

wilayah yang demikian sangat baik kaitannya dalam pengembangan sektor pertanian.Ini

menandakan faktor iklim yang sangat mempengaruhi faktor terbentuk dan tumbuh

suburnya setiap tanaman. Iklim di Indonesia yang cukup dalam memperoleh sinar

matahari sepanjang tahun, mempengaruhi tumbuh suburnya setiap tanaman dengan

mudah. Potensi yang demikian membuat wilayah Indonesia mendapat julukan sebagai

“Kolam Susu” dimana setiap tangkai maupun bibit yang ditanam diwilayah Indonesia

selalu tumbuh subur dan menghasilkan uang.

Potensi yang demikianlah yang harusnya kita perhatikan dan dimanfaatkan

sebaik-baiknya. Meskipun sektor pertanian kelihatannya mudah dan berpengaruh kecil

terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) namun disinilah kekayaan yang berlimpah yang

dianugerahi oleh alam kepada negara kita yang perlu dikembangkan dan diolah demi

peningkatan pendapatan perekonomian negara, serta mampu berdaya saing dengan

negara-negara lain sebagai pengekspor bahan baku alam dan menjadi pemenuhan

kebutuhan bagi setiap masyarakatnya.

Bila ditinjau dari segi letak geografis wilayah Indonesia berada pada posisi dua

samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.Dan terletak diantara dua benua

yaitu Benua Asia dan Benua Australia.Hal ini menandakan bahwa letak wilayah negara

kita berada di sebuah jalur internasional yaitu sebuah jalur yang strategis dalam

menjalankan berbagai sektor yang seharusnya mampu menjadi daya ikat bagi negara-

negara luar terutama dalam bidang pemasaran barang-barang produksi dalam negeri

salah satunya produksi hasil pertanian.

Untuk itu pentingnya bagi kita untuk mengetahui situs-situs opportunity yang

tepat dalam memanfaatkan segala ketersediaan kesempatan yang didepan mata terutama

dalam memasarkan produk-produk pertanian dari dalam negeri sehingga dapat

menimbulkan suatu istilah yang disebut demand yaitu permintaan barang dari negara



luar sebagai hasil pendemonstrasian jenis maupun kualitas barang yang bermutu baik

sehingga dipercaya oleh setiap negara dalam kegiatan bilateral maupun multilateral yang

dimulai dari sektor yang dianggap kecil yaitu pertanian tetapi memberi dampak serta

keuntungan yang besar bagi negara kita.

4. Perhitungan dan analisa data perkembangan tingkat konsumsi, upah,

pengangguran dan tingkat bunga Indonesia 5 tahun terakhir

Perkembangan Tingkat Konsumsi

1. Dari: Badan Pusat Statistik. 2004. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia

2004. BPS. Jakarta.

Data yang digunakan untuk menganalisis konsumsi pangan masyarakat di

Indonesia bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1999,

2002, 2003, 2004 dan 2005 yang pengumpulannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

Gambar 4. Data perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein meurut wilayah

Tahun

Energi (kkal/kap/hari) Protein (Gram/kap/hari)

Kota+Desa Kota Desa
Kota+Des

a
Kota Desa

1999 1851 1776 1880 48,7 49,3 48,2

2002 1986 1953 2011 54,1 56,0 53,2

2003 1991 1952 2018 55,4 56,8 54,4

2004 1986 1942 2018 54,6 55,9 53,6

2005 1996 1923 2060 55,2 55,3 55,3

Laju

2002-

2005

(%/th)

0,14 -0,53 0,73 0,46 -0,54 1,01

Gambar 5. Tingkat konsumsi Energi dari Beberapa Kelompok Pangan Menurut Wilayah (%)



No.
Wilayah/

Kelompok Pangan
1999 2002 2003 2004 2005

1 Kota+Desa

-Padi-padian 67,0 63,1 62,9 62,8 62,1

-Umbi-umbian 3,7 3,5 3,3 3,9 3,7

-Kacang-kacangan 2,9 3,1 3.1 3,2 3,4

-Sayur+buah 3,8 3,9 4,5 4,4 4,7

2 Kota

-Padi-padian 64,6 60,2 60,7 61,1 60,6

-Umbi-umbian 2,4 2,5 2,2 2,1 2,3

-Kacang-kacangan 3,5 4,2 3,9 3,8 3,7

-Sayur+buah 3,8 4,3 4,7 4,4 4,6

3 Desa

-Padi-padian 68,3 64,7 64,6 64,2 63,3

-Umbi-umbian 4,5 4,2 4,2 5,1 4,8

-Kacang-kacangan 2,6 3,3 2,9 2,8 3,1

-Sayur+buah 3,8 4,1 4,6 4,4 4,7

Keterangan: Pangsa terhadap total konsumsi energi

Tingkat konsumsi di Indonesia cenderung naik walaupun tidak secara signifikan, terjadi

kenaikan tingkat konsumsi pangan baik di daerah maupun di desa. Ini disebabkan adanya

otonomi daerah dan peningkatan konsumsi pangan masyarakat setelah reformasi sebagai upaya

peningkatan ketahanan pangan nasional dan daerah yang tugas pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan anggota legislatif daerah yang bertanggung jawab. Hal tersebut berdasarkan dalam

PP no. 68 tentang Ketahan Pangan. Walaupun demikian, konsumsi energi sampai 2005 belum

sesuai anjuran yang dimana anjuran konsumsi harus lebih dari 2000 Kalori/kap/hari. Tetapi

sebaliknya kebutuhan protein sudah melebihi dari anjuran sejak tahun 2002 (52 gram/kap/hari).

Pangsa konsumsi protein hewani terus meningkat, dan sampai tahun 2005 sekitar 25 persen.



Data pengangguran di Indonesia

Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbukan Menurun

Pengangguran di Indonesia menduduki posisi ke 133 dengan tingkat pengangguran

mencapai 10.45% tahun 2006. Pada umumnya tingkat pengangguran disebabkan karena

ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu

menyerapnya. Tingkat pengangguran sangatlah berpengaruh dengan tingkat perekonomian di

suatu Negara. Dengan adanya pengangguran, maka produktivitas suatu Negara akan mengalami

penurunan sehingga jumlah pendapatan nasional pun akan berkurang.

Keterkaitan antara tingkat pengangguran dan jumlah pendapatan per kapita antara lain

adalah ketika tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan

sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan meningkat, dengan

catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. Penting untuk disadari bahwa walaupun

perekonomian berjalan pada kapasitas penuh, tingkat pengangguran tidak pernah nol, karena

perekonomian bersifat dinamis.

Perekonomian pasti terkait dengan pemerintahan suatu Negara. Peran pemerintah dalam

hal ini sangatlah penting. Karena melalui kebijakan-kebijakan pemerintahlah masalah

pengangguran dapat diminimalisasi.



Seperti di Indonesia secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan

pekerjaan dalam jumlah yang cukup dan produktif, hal ini terbukti dengan adanya pasal –pasal

dalam UUD’45 yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan

bahwa : ” tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan ” dan pada Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa:” Setiap orang berhak untuk

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa pada tahun 2004-2006 hipotesis hubungan yang

menyatakan bahwa naiknya pendapatan nasional akan memperluas kesempatan kerja itu tidak

terbukti. Karena pada data tersebut terlihat bahwa ketika pendapatan nasional naik, ternyata

diikuti pula oleh naiknya tingkat pengangguran. Dimana pada tahun 2004-2005 pendapatan

nasional mengalami kenaikan sebesar 1.875.817 ternyata diikuti pula oleh naiknya tingkat

pengangguran sebesar 0,4% atau sebanyak 602.903 orang yang menganggur. Dan pada tahun

2005-2006 terjadi pula hal yang sama, dimana ketika pendapatan nasional mengalami kenaikan

sebesar 2.015.588,30 diikuti pula dengan naiknya tingkat pengangguran sebesar 0.19% atau

sebanyak 250.439 orang yang menganggur. Hal ini bisa terjadi karena kurang optimalnya

penyerapan tenaga kerja yang ada.

Namun, tahun 2007 sampai 2009 pemerintah mulai mengoptimalkan penyerapan tenaga

kerja. Terbukti dengan adanya penurunan tingkat pengangguran yang disertai naiknya jumlah

pendapatan nasional. Dimana pada tahun 2007-2008 pendapatan nasional mengalami kenaikkan

sebesar 4.092.284,50 disertai turunnya tingkat pengangguran sebesar 1.29% atau sebanyak

1.120.327 orang yang mampu terserap. Dan pada tahun 2008-2009 indonesia mampu

mempertahankan keadaan ekonominya dimana pendapatan nasional terus meningkat namun

tingkat pengangguran terus menurun. Walaupun secara konstitusional pemerintah wajib untuk

menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, namun pada kenyataannya hingga saat ini tingkat

pengangguran di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

Antara pengangguran dan pendapatan nasional saling berkaitan. Dimana secara teoritis

ketika pendapatan nasional naik,maka jumlah pengangguran menurun,begitu pula sebaliknya.

Namun pada kenyataannya hal itu tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah. Apabila pandapatan nasional naik namun tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga

kerja yang cukup maka tingkat pengangguran akan tetap tinggi.



Gambar 7. Data Perbandingan Tingkat Pengangguran dan Pendapatan Penduduk Indonesia

Tahun 2004 - 2009

Gambar 8. Statistik Pengangguran Indonesia



Tingkat suku bunga

BI Rate

(Berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Gubernur)

Tanggal BI Rate

29 Agust 2013 7.00%

9 Agust 2012 5.75%

9 Agust 2011 6.75%

4 Agust 2010 6.50%

5 Agust 2009 6.50%

5 Agust 2008 9.00%

7 Agust 2007 8.25%

8 Agust 2006 11.75%

9 Agust 2005 8.75%

Gambar 9. Tingkat BI rate

Tingkat suku bunga cenderung menurun karena untuk Pengendalian Inflasi, Stabilisasi

Nilai Tukar Rupiah, dan Penurunan Defisit Transaksi Berjalan

Tingkat upah secara spesifik

1. Tingkat upah buruh pertanian

Secara nasional, pada bulan Oktober 2004 rata-rata upah nominal buruh tani mengalami

penurunan sebesar 1,65 persen dibanding bulan September 2004 yaitu dari Rp 11.201,- menjadi

Rp 11.016,- , sedangkan secara riil turun sebesar 2,50 persen. Jika dibanding Oktober 2003 rata-

rata upah nominal naik sebesar 11,20 persen. Rata-rata upah nominal di Pulau Jawa pada bulan

Oktober 2004 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu

dari Rp 10.029,- menjadi Rp 9.998,-. Jikadibandingkan dengan rata-rata upah nominal Oktober

2003, maka terjadi kenaikan sebesar 19,51 persen. Secara riil naik sebesar 15,70 persen. Untuk



Luar Jawa, rata-rata upah nominal pada bulan Oktober 2004 turun sebesar 3,45 persen

dibanding bulan sebelumnya yaitu dari Rp 13.272,- menjadi Rp 12.815,-. Jika dibanding

Oktober 2003 naik sebesar 1,49 persen. Sedangkan upah riil turun sebesar 4,27 persen.

2. Perkembangan Upah Buruh Informal Perkotaan

2.1. Buruh Bangunan (konstruksi) Per Bulan

Secara nominal rata-rata upah bulan Desember 2004 dibanding Nopember 2004 tidak

mengalami perubahan yaitu Rp 28.530,-, sedangkan secara riil mengalami penurunan sebesar -

0,98 persen yaitu dari Rp 9.408,- menjadi Rp 9.316,-. Jika dibanding Desember 2003, secara

nominal mangalami kenaikan 11,25 persen yaitu dari Rp 25.644,- menjadi Rp 28.530,-,

sedangkan secara riil juga naik 4,62 persen.

2.2. Buruh Potong Rambut Wanita Per Kepala

Secara nominal rata-rata upah bulan Desember 2004 dibanding Nopember 2004

mengalami kenaikan 0,28 persen yaitu dari Rp 6.482,- menjadi Rp 6.499,-, sedangkan secara

riil mengalami penurunan sebesar -0,71 persen. Jika dibanding Desember 2003, secara nominal

mangalami kenaikan 3,81 persen yaitu dari Rp 6.261,- menjadi Rp 6.499,-, sedangkan secara riil

turun -2,38 persen.

2.3. Buruh Pembantu Rumahtangga Per Bulan

Secara nominal rata-rata upah bulan Desember 2004 dibanding Nopember 2004

mengalami kenaikan 0,79 persen yaitu dari Rp 146.829,- menjadi Rp 147.982,-, sedangkan

secara riil mengalami penurunan sebesar -0,20 persen. Jika dibanding Desember 2003, secara

nominal mangalami kenaikan 8,77 persen yaitu dari Rp 136.056,- menjadi Rp 147.982,-,

sedangkan secara riil naik 2,28 persen.

3. Perkembangan Upah Buruh Industri

Secara keseluruhan Upah nominal dan riil industri pada triwulan II 2004 mengalami

kenaikan dibanding triwulan I 2004, masing-masing sebesar 5,47 persen yaitu dari Rp

753.000,- menjadi Rp 794.000,- dan 3,05 persen yaitu dari Rp 259.000,- menjadi Rp267.000,-.



Dibanding triwulan II 2003, rata –rata upah mangalami kenaikan masing-masing : sebesar 9,99

persen untuk upah nominal dan 2,61 persen untuk upah riil.

3.1. Buruh Industri Rokok

Secara nominal, rata-rata upah buruh industri rokok pada triwulan II 2004 turun sebesar

14,88 persen dibanding triwulan I 2004 yaitu dari Rp 496.000,- menjadi Rp 422.000,-.

Sedangkan dibanding triwulan II 2003 turun sebesar -6,48 persen. Secara riil, upah buruh

industri rokok pada triwulan II 2004 turun sebesar 16,83 persen dibanding triwulan I 2004 yaitu

dari Rp 171.000,- menjadi Rp 142.000,-. Bila dibandingkan dengan triwulan II 2003 turun

sebesar 12,75 persen.

3.2. Buruh Pakaian Jadi

Secara nominal, rata-rata upah buruh industri pakaian jadi pada triwulan II 2004 turun

sebesar 9,01 persen yaitu dari Rp 769.000,- menjadi Rp 700.000,- dibandingkan dengan

triwulan I 2004. Jika dibandingkan dengan triwulan II 2003 juga turun sebesar -0,44 persen.

Secara riil, rata-rata upah buruh industri pakaian jadi pada triwulan II 2004 turun sebesar 11,09

persen yaitu dari Rp 265.000,- menjadi Rp 235.000,- dibandingkan dengan rata-rata upah

triwulan I 2004. Jika dibandingkan dengan triwulan II 2003 , terjadi penurunan rata-rata upah

sebesar 7,12 persen.

3.3. Buruh Batu Bata, Ubin

Rata-rata upah buruh batu bata, ubin pada triwulan II 2004 dibanding triwulan I 2004 juga

naik sebesar 1,84 persen yaitu dari Rp 502.000,- menjadi Rp.512.000,-. Apabila dibandingkan

dengan triwulan II 2003 naik sebesar 26,16 persen. Secara riil, rata-rata upah buruh batu bata,

ubin pada triwulan II 2004 turun sebesar 0,50 persen yaitu dari Rp 173.000,- menjadi Rp

172.000,- dibanding triwulan I 2004. Jika dibandingkan dengan triwulan II 2003 rata-rata upah

buruh batu bata naik sebesar 17,69 persen.



Sumber: berita resmi statistik, 2005, no. 05/ VIII/3 Januari 2005

Gambar 10. Ringkasan Upah Riil (Jan ’96 or Q1 ’96 = 100)





5. Apa dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan tingkat konsumsi

upah, pengangguran, dan bunga yang diperoleh? Bagaimana dampak pada sektor

pertanian?

Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perkembangan Tingkat Upah

Dari data sebelumnya dapat dijelaskan bahwa pada saat krisis keuangan global di

Indonesia, pada tingkat upah mengalami naik-turun (fluktuasi) dari tahun 1996 - 2004.

Pada tahun 1998 – 1999 adalah yang paling terkena dampak dari krisis keuangan global,

tingkat upah Indonesia mengalami penurunan drastis. Tapi, karena adanya kebijakan

pemerintah yang diambil untuk memperbaiki upah di Indonesia, tingkat upah di

Indonesia pun dapat kembali meningkat setelah tahun 1999. Keadaan naiknya tingkat

upah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

• Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap

barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu

daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi

pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan



antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-

perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan

tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat

pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada

permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output

nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat

pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga,

tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah

pengangguran.

• Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam

suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan

tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk

konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini

dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption

yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan

pendapatan.

• Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari

pengeluaran agregat. Dampak krisis keuangan global terhadap perkembangan tingkat

Pengangguran. Selanjutnya pada tingkat pengangguran. Pengangguran di Indonesia

menduduki posisi ke 133 dengan tingkat pengangguran mencapai 10.45% pada tahun

2006. Pada umumnya tingkat pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan

antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu

menyerapnya. Pada saat terjadi krisis keuangan global, pada umumnya tingkat

pengangguran akan meningkat karena banyak pekerja yang akan di PHK (Pemutusan

Hubungan Kerja). Namun dalam data statistik tingkat pengangguran 2006 – 2012,

tingkat pengangguran di Indonesia menurun.

Keterkaitan antara tingkat pengangguran dan jumlah pendapatan per kapita

antara lain adalah ketika tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan



menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan

meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. Peran

pemerintah dalam hal ini sangatlah penting. Karena melalui kebijakan-kebijakan

pemerintahlah masalah pengangguran dapat diminimalisasi.

Walaupun secara konstitusional pemerintah wajib untuk menyediakan lapangan

pekerjaan yang cukup, namun pada kenyataannya hingga saat ini tingkat pengangguran

di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

Antara pengangguran dan pendapatan nasional saling berkaitan. Dimana secara

teoritis ketika pendapatan nasional naik,maka jumlah pengangguran menurun,begitu

pula sebaliknya. Namun pada kenyataannya hal itu tergantung pada kebijakan-kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila pandapatan nasional naik namun tidak

diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja yang cukup maka tingkat pengangguran akan

tetap tinggi.

Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perkembangan Tingkat Konsumsi

Pada saat terjadi krisis keuangan global, pada umumnya harga bahan baku akan

naik, seperti kedelai. Maka, apabila harga bahan baku meningkat maka tingkat konsumsi

akan berkurang. Namun perkembangan tingkat konsumsi di Indonesia berdasarkan data

tingkat konsumsi tahun 1999 – 2005 adalah cenderung meningkat. Tingkat konsumsi di

Indonesia cenderung naik walaupun tidak secara signifikan.

Konsumsi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan

dengan laju pertumbuhannya yang bertanda positip walaupun besarannya masih kecil.

Apabila dipilah menurut wilayah, konsumsi energi dan protein di kota justru menurun,

sebaliknya di perdesaan menunjukkan peningkatan. Fenomena ini diduga bukan karena

faktor pendapatan, karena pendapatan rumah tangga yang diproksi dengan

pengeluarannya di kota lebih besar daripada rumahtangga di desa. Penyebab penurunan

tersebut diduga karena masih kurang akuratnya konversi energi dan protein yang

berasal dari makanan/ minuman jadi, mengingat jenis ini sangat beragam antar wilayah.

Padahal proporsi pengeluaran makanan/ minuman jadi di kota lebih besar (23,9 %)

dibandingkan dengan di desa (13,3 %).



Jadi dari data konsumsi pangan, pada tahun 1999 sebagai masa krisis ekonomi

tapi pada tahun 2002 sebagai situasi pemulihan ekonomi. Peningkatan konsumsi pangan

masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan nasional dan daerah bukan

hanya tugas pemerintah pusat. Justru pemerintah daerah beserta anggota legislatif daerah

yang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut seperti juga

diamanatkan dalam PP no. 68 tentang Ketahanan Pangan. Kebijakan pemerintah

hendaknya tidak hanya terfokus pada kebijakan makro yang berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan tingkat nasional tetapi juga

memperhatikan aspek peningkatan pendapatan seluruh masyarakat. Dengan demikian

diharapkan dengan peningkatan daya beli maka konsumsi pangan masyarakat (kuantitas

dan kualitas) akan meningkat sehingga nantinya dapat tercipta sumberdaya manusia

yang berkualitas yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perkembangan Tingkat Bunga

Pada krisis keuangan global, tingkat suku bunga di Indonesia berdasarkan data

BI rate per Agustus 2005 – 2013 adalah naik-turun. Pada saat tingkat inflasi tinggi, Bank

Indonesia akan menaikkan BI Rate. Secara teoritis, kenaikan BI rate akan menyebabkan

bunga pinjaman bank menjadi meningkat. Akibatnya kegiatan produksi akan berkurang

karena semakin mahal dan terjadi permintaan berkurang terhadap barang. Karena

permintaan semakin kecil, maka harga barang akan turun. Hal yang sebaliknya berlaku

ketika inflasi rendah dan suku bunga diturunkan. Biaya produksi akan semakin murah

menyebabkan kegiatan produk semakin bertambah. Kenaikan produksi akan memicu

kenaikan permintaan barang dan pada akhirnya menyebabkan harga barang menjadi naik

(terjadi inflasi). Hal ini dilakukan agar stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing.

Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Dunia Pertanian Indonesia

Pengaruh krisis global yang terjadi di Indonesia saat ini tidak hanya menghantui

kehidupan ekonomi rakyat Indonesia, Secara kongkrit krisis global juga menyeret semua

kalangan untuk siap menangung dampaknya yakni kemiskinal massal, PHK Massal, dan

Masalah sosial yang pasti timbul. Krisis global itu juga menyerang petani, khususnya



para petani produksinya berorientasi pada pasar eksport. Merekalah justrus salah satu

korban pertama yang merasakan dampak krisis global, akibat lesunya daya beli pasar

internasional. Sehingga nasib petani khususnya para buruh tani semakin jelas kemana

arahnya, tidak lain yakni PHK.

Dalam Perkembangan Krisis Global saat ini tidak ada satupun Industri yang ada

di Indonesia cukup kuat pondasinya untuk mempertahankan kelangsungan produksinya,

tanpa terkecuali industri pupuk dalam negeri. Karena Semua Industri Indonesia

khususnya yang berbasiskan bahan baku kimia itu di dapatkan dari import, artinya

kandungan lokalnya (Bahan Baku Lokal) tidak lebih dari 20%-30% yang dihasilkan oleh

Indonesia untuk suplai industri dalam negeri. Di Sisi yang lain, transaksi dalam

Perdangangan Internasional alat tukarnya masih mengunakan Dollar AS. Sementara itu

nilai tukar dollar AS di dalam negeri sepanjang bulan desember 2008 berada pada

kisaran 11000-11700/USD.

Terhadap kenaikan harga global, harga pangan di Indonesia cenderung lebih

stabil kecuali untuk minyak goreng dan kedelai. Data perdagangan Indonesia

menunjukkan telah terjadi penurunan ekspor untuk sektor pertanian sebesar 8,24 persen

pada Januari 2009 dibandingkan Januari 2008.

Pada sektor kehutanan, imbas krisis keuangan global terhadap sektor kehutanan

tak jauh berbeda dengan sektor pertanian. Asumsi pertumbuhan ekspor yang hanya satu

persen atau bahkan negatif akan sangat memukul sektor kehutanan dengan alasan

episentrum krisis keuangan global juga melanda negara-negara yang selama ini menjadi

pasar komoditas kehutanan Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Selain

itu, sektor kehutanan tidak terlalu memperoleh perhatian untuk mendapatkan stimulus

fiskal karena Pemerintah pusat dan daerah lebih memprioritaskan sektor yang lain.

Keterbatasan likuiditas yang terjadi akibat krisis keuangan global mendorong

pengusaha hutan untuk membuat skala prioritas dalam pengelolaan aset kehutanannya.

Penetapan prioritas ini akan mengorbankan beberapa pos anggaran yang dianggap tidak

langsung terkait dengan kelangsungan kegiatan operasional seperti biaya dalam

pelestarian lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang justru akan

membahayakan keberlangsungan sektor kehutanan di masa yang akan datang.



6. Kebijakan apa yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut?

Bagaimana hasilnya ?

Dalam makroekonomi memiliki beberapa bentuk kebijakan yang dapat

dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan yang dapat

dijalankan dibedakan menjadi:

a. Kebijakan Moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh

Bank Sentral untuk mempengaruhi penwaaran uang dalam perekonomian atau

mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan

kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi

normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa

politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikan cash

ratio.

1. Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan bunga

kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan

tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.

2. Politik Dasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke

pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga

tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan

upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.

3. Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-

bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank

sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang

beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan

bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar

akan berkurang.

b. Kebijakan Fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam

bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk

mempengaruhi pengeluaran agregat dlam perekonomian. Bentuk kebijakan ini

antara lain:



1. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam

perekonomian bisa dikendalikan.

2. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang

dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya

permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

Adapun arahan sepuluh arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk

memelihara momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyelamatkan

perekonomian Indonesia dari krisis keuangan global. Sepuluh arahan tersebut adalah:

Pertama. Semua kalangan harus tetap optimis, dan bersinergiuntuk memelihara

momentum pertumbuhan ekonomi dan mengelola serta mengatasi dampak krisis

keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kita semua tidak boleh panik

dan harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah mengimbau masyarakat

agar lebih tenang dan lebih rasional menghadapi dampak krisis ekonomi di AS.

Perekonomian Indonesia pasti akan terkena imbas dari dampak krisisekonomi AS, dan

hal ini harus disikapi dengan tetap bersinergi dalammengambil keputusan dan tindakan-

tindakan yang diperlukan.

Kedua. Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, serta dengan kerja keras dan

upaya maksimal, nilai pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan sebesar 6 persen.

Komponen yang perlu dijaga antara lain: konsumsi, belanja pemerintah, investasi,

ekspor, dan impor. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan perekonomian

domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 1998, di mana sabuk pengaman

perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal.

Ketiga. Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun

social safety net. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

· Penyediaan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan;

· Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas;

· Defisit anggaran harus “tepat” dan “rasional” atau tidak mengganggu

pencapaian sasaran “kembar” (growth with equity).



Pemerintah akan memantau defisit APBN sekaligus memantau penggunaan

anggaran kementerian dan lembaga. Pengeringan likuiditas global jelas mempengaruhi

pembiayaan defisit APBN yang berasal dari pasar.

Keempat. Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak,agar

penerimaan negara tetap terjaga dan pengangguran tidak bertambah. Meskipun ekspansi

usaha bisa berkurang akibat krisis yang terjadi namun pemerintah berharap kalangan

swasta lebih adaptif dan terus mempertahankan kinerja, dengan tetap mencari peluang

dan share the hardshift. Bank Indonesia dengan jajaran perbankan diharapkan terus

mengembangkan kebijakan agar kredit dan likuiditas tersedia. Sementara, pemerintah

akan mengeluarkan kebijakan regulasi iklim dan insentif.

Kelima. Semua pihak agar cerdas menangkap peluang untuk melakukan

perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat. Diperkirakan ekonomi

Asia akan tetap baik, terutama China. Meskipun pasar di AS dan Eropa akan lebih

tertutup dan melemah untuk ekspor produk Indonesia. Untuk tetap mempertahankan

neraca ekspor, pemerintah akan mengalihkan ekspor yang tidak terserap di AS ke

sejumlah negara yang tidak terkena imbas krisis keuangan.

Keenam. Galakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar

domestik akan bertambah kuat. Menteri terkait diimbau untuk memberikan

insentif/disinsentif agar masyarakat Indonesia tetap menggunakan produksi dalam negeri

serta mencegah dumping barang luar negeri ke pasar dalam negeri. Presiden juga

menginstruksikan kepada jajaran pemerintah agar dalam pengadaan barang dan jasa di

lingkungan pemerintah (procurement) lebih mengutamakan produk industri nasional.

Ketujuh. Memperkokoh sinergi dan kemitraan (partnership) pemerintah dengan

perbankan dan dunia usaha. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menempuh

beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan

kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan

kebijakan yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Selain itu pemerintah juga akan

memantau penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara dan mencarikan

pembiayaan defisit APBN dari sumbernon pasar, seperti sumber-sumber pembiayaan

lainnya.



Kedelapan. Semua kalangan diminta menghindari sikap ego sektoral dan

memandang remeh masalah. Presiden menegaskan pentingnya kerjasama yang

terkoordinir antar instansi terkait. Konflik yang tidak terselesaikan antar lembaga tidak

saja memalukan di mata masyarakat, akan tetapi juga akan menghambat momentum

pertumbuhan yang sudah tercapai. Hasil kinerja tidak akan optimal akibat rusaknya

kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

penyelesaian masalah yang ada, diharapkan setiap solusi tidak didasarkan pada

kepentingan golongan/lembaga tertentu. Oleh karena itu, sangat penting melakukan

kerjasama dan penguatan institusi secara terus menerus.

Kesembilan. Mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan

dan pribadi. Berkaitan dengan tahun 2008 dan 2009 yang merupakan tahun politik dan

tahun Pemilu, maka Presiden meminta semua kalangan untuk melakukan langkah dan

kebijakan bagi kepentingan rakyat. Pemerintah, Bank Indonesia, DPR, DPD, dunia

usaha, dan pelaku lainnya diharapkan dapat berperan secara positif dan konstruktif

dalam menghadapi dan mengatasi dampak krisis keuangan global.

Kesepuluh. Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak

kepada rakyat. Presiden meminta semua pihak untuk melakukan komunikasi sejujurnya

kepada masyarakat. Memberikan bukti nyata tentang apa saja yang sudah dijanjikan

kepada masyarakat serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan

permasalahan. Namun, informasi tersebut harus tetap positif dan optimistis sehingga

tidak menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah akan terus

memantau dampak krisis global ini dan memberikan informasi perkembangan

perekonomian beserta dengan solusi kebijakan yang akan diambil bersama.

Lebih lanjut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan delapan grand

strategy pembangunan ekonomi ke depan, yaitu:

1. Menggunakan dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri,

agar tidak senantiasa terhantui oleh bahaya arus modal ke luar negeri (capital out flow);

2. Meningkatkan tabungan (saving) dalam negeri sebagai sumber investasi

domestik;



3. Memperkuat perekonomian domestik, termasuk pasar dalam negeri, agar

pertumbuhan perekonomian (growth) tidak hanya mengandalkan ekspor, yang setiap

saat bisa terancam manakala ekonomi dunia mengalami resesi;

4. Meningkatkan daya beli masyarakat, demikian juga spending pemerintah dan

swasta, agar pasar domestik makin tumbuh dengan baik;

5. Menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (barang dan jasa), agar

neraca pembayaran kita aman (tidak defisit) dan devisa kita tidak terkuras;

6. Meningkatkan ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat, terutama pangan,

agar ketika dunia mengalami krisis ekonomi, kebutuhan rakyat tetap dapat dipenuhi;

7. Memajukan ekonomi daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota agar

semua daerah dapat menjadi sumber, kekuatan dan sabuk pengaman perekonomian

nasional;

8. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam, terutama minyak,gas,

batubara dan minyak kelapa sawit, agar benar-benar dapat meningkatkan penerimaan

negara, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan

Bertolak dari latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang

dihasilkan suatu Negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang

diterima oleh masyarakat dalam suatu Negara dalam satu tahun.

2. Konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut produk domestik bruto (GDP),

produk sasional bruto (GNP), pendapatan nasional netto (NNI), pendapatan

perseorangan (PI), Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI).

3. Cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi,

pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

4. Manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah agar pemerintah dapat

menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk

membuat kebijakan, dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang

merata antar daerah, dengan begitu pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di

daerah yang berpendapatan rendah, pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi

berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah

dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi

pendapatan nasional, dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke

waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan.

5. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah permintaan dan penawaran

agregat, konsumsi dan tabungan, dan investasi.

6. Pengeluaran Aggregate dapat dikelompokkan atas empat komponen, yaitu

pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran invesatasi oleh pengusaha (bisnis),

pengeluaran pemerintah, dan permintaan luar negeri.
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